
: l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Dorurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Ka!imantan (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahao 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Mengingot 

Mcnirnbang : a. bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraruran 
Menteri Dalam Negcri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 
2014, ten tang Pengelolaan Keuangan Desa mcng;unanatkan 
Pengelolaan Kcuangan Desa diatur oleh Bupoti dalam 
bentuk Peraruran Bupati; 

b. bahwa beberapa ketentuan da1am Peraturan Bupati Nomor 
13 Tahun 2015 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan 
Oesa sebagllimana telah diubah dengan Peraruran Bupati 
Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan alas Peraturan 
Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pcdoman Pengelolaan 
Kcuangan Deso perlu disempumakan untuk memperkuat 
pelaksanaan pengelolaan Keuangan di Desa; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagalmana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sambas tentang Perubahan Kcdua At.as Peraturan 
Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kcuangan Desa. 

BUPATI SA)(BAS, 

TEIITAIIO 

PERUBAHA.11 KEDUA ATAB PERATURAII BVPATI IIOMOR 13 TAHU!f 2015 
TENTAIIO PEDOMAII PEIIOELOLAAII KEUAIIGAN DESA 

DEKGAII RAHJIAT TUHAlf YAIIO MAHA ESA 

PERATURAII' BVPATI SA)(BA8 
IIOMOR 13 TABllN 2016 

BUPATI SAMBAS 



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor J 820); 
2.Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

5495); 
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali 
diubah, terakhir dengan Undang·Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tcnrang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 

4.Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tenrang Desa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemcrintah Nomor 43 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lem baron Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5717) ; 

5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bcrsumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Bclanja Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Perubaban Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara (Lembaran Negara 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalrun Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Pedomao Pengelolaan Keuaogao Desa (Serita Deerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentaog Pcrubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 13 Tahun 2015 tcatang Pcdoman Pengclolaan Kcuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANO PERUBAHAN KEOUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANO 
PEDOMAN PENOEWLAAN KEUANOAN DESA. 

Menetapkan 

MEMlll'USKAN: 

Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 ); 
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pcngelolaan Kcuangan Dcsa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

7 .Pcraturan Mentcri Kcuangan Republik Indonesia Nomor 
49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pcngalokasian, 
Penyaluran, Pcnggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 
Desa (Bcrita Negara Rcpublik lndoscsia Tahun 2016 Nomor 

478); 
8.Peraturan Daerah Kabupatcn Sambas Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Dcsa (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sambas Tahun 
2009 Nomor l); 

9.Peraturen Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Pcdoman Penge.lolaan Kcuangan Dcsa (Bcrita Daerah 
Kabupatcn Sambas Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana 
tclah diubah denpn Pcraturan Bupati Nomor 48 Tahun 
2015 tcntang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 
Tahun 2015 tcntang Pcdoman Pcngclolaan Kcuanpn Desa 
(Bcrita Daerah Kabupatcn Sambas Tahun 2015 Nomor 48). 



Pasal 15 
(I) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dawn Pasal 11 ayat (11 huruf b, 

meliputi semua pcngeluaran dari Rekening Desa yang merupakan 
kewajiban Desa dalam 1 (saru) tahun anggaran yang tidak akan 
dipcrolch pembayarannya kembali oleh Desa. 

(2) Belanja Dess sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dipergunakan dalam 
rangka mendanai pcnyelenggaraan kewenangan Desa. 

(3) Bclanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan 
ketentuan : 
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perserarusl dari jumlah anggaran 

belaaja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
Pemerintah Desa, pelaksanaan pembengunan Desa, pcmbinaan 
kemasyarakatan Dcsa, dan pemberdayaan masyarakat De11&; dan 

b. Paling banyak 30% (tiga puluh perserarus) dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan unruk : 
I. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangka; 

Oesa; 
2. Opcrasional Pemerintah Desa; 
3. Tuajangan dan operasional Sadan Pennusyawaratan Desa; dan 
4. lnsentif rukun teta.ngga, rulrun warga dan Kepala Adat. 
5. Tuajangan akhir masa jabatan bagj Kepala Desa dan Perangkat 

Dess. 
c. Operasional Pemerintah Desa sebagaimana pada ayat (31 huruf b 

angka 2 adalah belanja barang dan jasa serta. belanja modal untuk 
kegiatan rutin perkantoran seperti : 
a. Bclanja Barang dan Jasa : 

l. Penycdiaan Jasa Komunikasi, Sumbcr Daya Air dan Listrik: 
2. Pcnycdiaan perang)<o, material dan benda pos lainnya; 
3. Penycdiaan jasa Surat Menyurat; 
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 

5. Pcnycdiaan be.rang Cetakan dan Penggandaan; 

6. Penyediaan makanan dan minuman; 
7. Penycdiaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih; dan 

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut : 



Pasal 16 
(I) Klasifikasi Bclanja Desa seoogaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I) 

huruJ b, tcrdiri etas kelompok: 

a. Penyelenggaraan Pcmcrintahan Desa 
b. Pclaksanaan Pcmbangunan Desa; 
c. Pembinaan Kcmasyarakatan Desa; 
d. Pcmbcrdayaan Masyarakat Desa; dan 
e, Belanja Tidak Terduga, 

(2) Kelompok belaaja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibagi dalam 

kcgiatan sesuai dengan kcbutuhan Dcsa yang lclah dituangkan dalam 
RKPDcsa, antara lain : 

a. Penyelenggaraan Pemcrintahan Desa 
I. Penetapan dan Pencgasan Batas Desa; 
2. Pengembangan Sistem Administrasi dan lnformasi Desa; 
3. Pendataan potensi desa, tenaga kerja, penduduk, pertanian dan 

bidang soial dan kemasyarakatan lainnya; 
4. Penyusunan Profil Desa; 
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa; 
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa; 

8. Penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan operasioanal 

perkantoran. 
b. Belanja Modal : 

I. Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dll; 
2. Pe.ngadaan Meja dan Kursi; 

3. Pengadaan Mesin Tik; 
4. Pengadaan I nfokus; 
5. Pengadaan Kendaraan Pemerintahan Desa; 

6. Pengadaan Alat Studio; 
7. Pengadaan Gen set; 
8. Pengadaan Lernari Arsip, Filling Cabinet, Brankas, dll; 
9. Pengadaan Pendingjn Ruangan; 
I 0. Pengadaan lainnya sesuai dengan kebutuhan operasional 

perkantoran. 
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut: 



7. Operasional Perkantoran, BPO dan Operasional ~/RW; 
8. Pengelolaan Informasi Desa; 
9. Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan 

Desa; 

10. Pengadaan Tanah/ Aset Desa untuk kepentingan Pernerintah 

Desa; 

I I. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; dan 

12. Kegiatan lainnya sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Oesa. 

b. Pelaksanaan Pcm ban gun an Oesa 

I. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan 
lingkungan desa, antara lain : 
a. Tambatan Perahu; 

b, Jalan Pemukiman; 
c. Jalan Ocsa antar pemukiman kc wilayah pertanian; 
d. Pcmbangkit liatrik tcnag,a milaohodro; 
e. Pengadaan Tanah/ Asel Oesa untuk kepentingan Pemerintah 

Oesa untuk kepentingan umum; 
f. LJngkungan pemukiman masyarakat Oesa 

g. lnfrastruktur dcsa lainnya sesuai dengan dengan Kewenangan 
Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Oesa. 

2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarans dan 
prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa, anta.ra lain : 
a. Air bersib berskala Oesa; 
b. Sanitasi Lingkungan; 

c. Pelayanan kesehatan desa seperti Posyandu; dan 

d. Sarona dan prasana kcsehatan lainnya sesuai dengan dengan 
Kewena.ngan Hak Asal Usu) dan Kewcnangan Lokal Desa. 

3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan lainnya sesuai kondis.i desa, antara lain : 
a. Taman Bacaan Masyarakat; 
b. Pendidikan Anak Usia Dini; 
c. Balai Pelatihan/ Kegiatan Bclajar Masyarakat; 
d. Pcngembangan dan Pembinaan Sanggar Seni: 



Kemasyarakatan; 
2. Pcnyelcnggaraan/ Fasilitasi kctentraman dan kctcrliban; 
3. Pcmbinaan/ Fasilitasi kcgjatan kerukunan Umat Bcragama; 
4. Pembinaan/ Fasilitasi kcgjatan di bidang keagamaan; 
5. Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong; 
6. Pcmbinaan/ Fasilitasi kcgjatan di bidang olahraga, budaya dan 

kesenian masyarakat; 
7. Pcmbinaan/ Fasilitasi kcgjatan lainya sesuai dengan Kewcnangan 

Hale Asal Usu! dan Kcwcnangan Lokal Desa; dan 
8. Fasilitasi Kegiatan Kclcmbagaan dan/ atau Kcmasyarakatan. 

Lembaga bidang di kegiatan I. Pembinaan/ Fasilitasi 

e. Sarana clan Prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai 

dengan Kcwcnangan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal 
Desa. 

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 
pcmanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi 
antara lain : 
a. Pasar Oesa; 
b. Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa; 
c. Penguaum permodalan BUM Dcsa; 
d. Lumbung Ocsa; 
c. Pembukaan Lahan Pertanian; 
f. Pengclolaan Usaha Hutan Desa 
g. Cold Storage (gudang pcndingjnan} 
h. Kegiaian ekonomi lainnya scsuai dcngllll Kcwcnangan Hak Asal 

Usul dan Kcwcnangan Lokal Ocsa. 
S. Pelestarian Llnglrungllll Hidup antara la.in : 

o. Penghijauan; 
b. Pembuatan Terascring; 
c. Pcrlindungan Mata Air; 
d. Pcmbersihan daerah aliran sunglli; dan 
e. Kegiatan lainnya scsuaJ dengan Kewcnangan Hak Asal Usul 

dan Kcwcnangan Lokal Desa, 

c. Pcmbinaan Kemasyarakatan 



Pasal 17 

( I) Jcnis Belanja Pegawai sebepimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 

huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran: 

a. Penghasilan tetap Kadcs clan Pcrangkal Desa; 

b. Turtjangan Kades dan Perangkat Desa; dan 
c. Tunjangan BPD. 
d. Tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(2) Belanja Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dianggarkan 

dalam kelompok Penyelcnggaraan Pemcrintahan Desa, kegiatan 
Pembayaran Penghasilan Tctap dan Tunjangan dan masuk dalarn 
perhitungan 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 

Dcsa. 
(3) Besarnn bclanja Pegawai sebagaimaoa dimaksud pada ayat (3) diatur 

dengan Keputusan Bupati. 
(4) Kades, Pj.Kades dan Perangkat Desa yang bcrasal dari PNS tidak 

menerima siltap dan tunjangan akhir pengabdian. 

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehin88)l bcrbunyi sebagai berikut : 

9. Kegiatan Jainnya sesuai dcngan Kewenangan Hak Asal Usu! dan 

Kewenangan Lokal Desa. 

d. Pemberdayaan Mayarakat Desa 
t , Pelatihan Usaha Ekonomi, pertanian dan pcrdagangan; 

2. Pelatihan teknologi tepat guna 
3. Pendidikan, pclatihan, studi banding dan pcnyuluhan bagi Kepala 

Desa, Pcrangkat Desa dan Sadan Permusyawarat.an Desa; 

4. Pcningkat.an kapasitas bagi kelompok masyarakat; dan 
5. Pclatihan/ Pcningkatan kapasitas Jainnya sesuai dengan 

Kewcnangan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Desa. 
(3) Kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; dan 
e. Bclanja Modal. 



s. Bclanja Jasa kantor; 
t. Belanja Kursus/ Pelatihan/Bimbingan Teknis; dan 
u. Belanja Jasa Pihak Ketiga; 

pad a uang a tau dan/ 

(!} Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 

huruf b, dianggarkan untuk pengetuaran pembelian/ pengadaan barang 
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas} bulan yang mudah 
pecah, rusak dan bu.kan merupakan objek pemeliharaan. 

(2) Belanja Barnng dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l} antara 

lain: 
a. Belanja Alat Tulis Kantor; 
b. Belanja Benda Pos; 

c. Belanja Bahan/material; 
d. Bclanja Pemeliharaan; 
e. Bclanja Cctak/ penggandaan; 
r. Belanja Sewa Kantor Dcsa; 

g. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; 
h. Belanja Makanan dan Minuman Rapat; 
,. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; 
j. Bclanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu; 
k. Bclanjn Perjalanan Dinas; 
I. Belanja Upah Kerja; 
m. Belanja Honorarium Narasumber/ahli; 
n. Belo.nja Honorarium Pelaksana Tcknis Pengelola Keuangan Desa 
(PTPKD); 

o. Belanja Operaslnal Pemerintah Dcsa; 
p. Belanja Opcrasional BPD; 
q. Bclanja lnscntif Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Adat dan 
kelompok lainnya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan 
kewcnangan lokal desa; 

r. Bclanja Pemberian be.rang 
masyarakat/kelompok masyarakaL 

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga bunyi sebagai berikut: 



r. Sewa Lainnya sesuai dcngan Kewenangan Desa. 
(5) Bclanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebagairoana dimaksud pada ayat 

(2) buruf i antara lain: 
a. Pakaian Dinas Hariao; 

b. Pakaian Dinas Upacara bagi Kcpala Desa 
c. Pakaiao Dinas Upacara Bcsar bagi Kcpala Desa dan 
d. Pakaian Dinas Lapangan. 

(6) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tcncntu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf i. ant.ara lain: 
a. Pakaiao adat istiadat; dan 
b. Pakaiao Batik Tcoun Ciri Khas Dacrab; 
c. Pakaiao Olah Raga. 
d. Pakaian Kegiatan, 

Q. sewa meja kursi; 
b. Sewa tenda; 

c. Scwa sound system; 
d. Scwa generator; 

•• Scwa proycktor; dan 

v. Belanja Honorarium Kcgiatan 
w. Bclanja Honorarium Tim Pclaksana Kegiatan (TPK); 
x. Bclanja Uang Sidang BPD; 

y. Belanja Pengadaan Hewan Temak/ Bibit; 
z. Belanja Jasa Tenaga Ahli; dan 
aa. Bclanja Jasa Asuransi Kesehatan bagj Apararur Pcmerintahan Desa; 

(3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana diroaksud pada ayat {2) huruf d 

sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal desa 
antara lain: 
a. Pemeliharaan gedung; 
b. Pemeliharnan Jcmbatan; 
c. Pemeliharnan Jalan; 
d. Pemeliharaan peralatan kantor; 
e. Pemeliharnan perlengkapan kantor; dan 

r. Pemeliharnan Lainnya sesuai dengan Kcwcnangan Dcsa. 
(4) Bclanja Scwa Pcrlcngkapan dan Peralatan Kant.or sebagaimanu 

dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain: 



(7) Bclanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, 

antara lain: 
a. PerjaJanan dinas daJam daerah; dan 

b. Perjalanan dinas luar daerah. 
(8) Bclanja lnsentif Rulrun Tctangga, Rukun Warga, Kepala Adat dan 

kelompok lainnya sesuai dengan kcwenangan hale asal-usul dan 
kewenangan lokal desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q 
adalah bantuan uang untuk operasionaJ dalam rangka membantu 
pelaksanaan tugas pelayanan pemcrintahan, perencanaan 
pembangunan, ketentraman dan ketertiban scrta pemberdayaan 
masyarat Desa. 

(9) Bclanja Pemberian Barang/ uang pada masyara.kat/kelompok 
masyarakat scbagalmana dimaksud pad ayat (2) huruf r, dilakukan 
untuk mcnunjang pelaksanaan kegiatan yang dirujukan kepada 
masyarakat/ kelompok masyarakat. 

( I 0) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, 
antara lain: 
a. Listrik; 
b. Internet; 
c. Telcpon; 

d. Pcmcliharaan Rekcning; 

e, Pctugas Kcbcrsihan/ Keamanan; 
r. Jasa/ Administrasi Rckcning Bank; 
g. Air; dan 

h. Surat Kaba.r/Majalab. 

i. Jasa Kantor lainnya scsuai dengan kebutuhan perkantoran Desa. 
(11) Belanja Kursus/Pelalihan/BimbingM Teknia/Pendidikan dan Pelatihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, adalah untuk 
penyeleoggaraan atau peogiriman peserta, antara lain: 
a. Kursus singkat; 
b. Pelatihan ketrampilan; 
c, Study Banding/ Oricotasi Lapangan; 

d. Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintab 
Provinsi, Pemerintab Kabupaten dan PemcrinLah Desa; dan 

e. Pendidikan dan Pelatihan. 



r. Kontribusi Kegiatan Pelatihan/ Kursus yang dilaksanakan oleh 
lnstansi/ Lembaga dan organisasi/ Kclompok Masyarakat yang diatur 

dcngan Peraturan Bersama Kepala Desa, 

(12) Be!anja Jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, 
adalah unruk perorangan di luar aparatur pemerintahan desa, antara 

lain: 
a. Dokumentasi; 
b. Dekorasi; 
c. Promosi/ Penyiaran; 
d. Konsultan; 
e, Penasihat Hukum: 

f. Tenaga Kcbersihan; 
g. Tenaga Keamanan; 
h. Petugas Doa; dan 
i. Tenaga Tcknis Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

Desa. 
(13) Bcla.aja Jasa Asuransi Kcsehatan bagi aparatur Pemerintahan Ocsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf {aa) yang ditanggung ada.lah 
lstri/ Suami dan anal< maksimal 3 (tigll) orang sesuai dcngan Kartu 
Keluarga, 

(14) Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak 
termasuk sebagalmana yang dimaksud ayat (2) sampai ayat (12) maka 
dapat dit.ambahkan apabila mcmcnuhi kctcntuan ha.rang dan jasa. 

(15) Bela.nja Operasional Pemcrinta.h Desa dan Bclanja Operasional BPD 
dianggarkan berdasarkan kcbutuhan yang dituangkan dalam RAB. 

( 161 Bclanja operasional pemerintab desa sebcsar 80% {ntjuh puluh 
perseratus) dari jumlah bclanja 30% {tigll puluh pcrseratus) setelah 

dikurangi bclanja pcgawai dan belanja lnscnti! RT/ RW dan Kcpala Adat, 

( 17) Belanja operasional BPO sebcsar 20% (dua pulub perseratus) dari 
jumlah bclanja 30% (tiga pulub perseratus) setclah dikurangi bclanja 
pegawai dan belanja inscnti! RT / RW dan Kepala Adat. 



(1) Oalam Keadaan Darurat dan/atau Kcadaan Luar Biasa (KLBJ, 

pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang bclum tersedia 

anggarannya. 

6. Ketentuan Pesa! 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 19 
(I) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 16 ayat (3) huruf c, 

digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan ba 

rang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 

bulan. 
(2) Pembelian/ Pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) digunakan untuk kcgiatan penyelenggaraan kewenangan 

Desa, 
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (!), antara lain: 

a. Belanja modal Komputer; 
b. Belanja modal Meja dan Kursi (mebeulair); 

c. Belanja modal Mesin Tik; 
d. Bela.nja modal Pcralatan Dapur; 

e. Belanja modal Pcngadaan Pcralatan Kanror; 
(. Belanja modal Perlengkapan Kanror; 
g. Belanja modal Tanah; 
h. Belanja modal Kontruksi Jalan; 

i. Belanja modal Kontruksi Jembatan; 
J, Belanja modal Jaringan Air; 
k. Belanja modal Tana.man; dan 

I. Belanja modal lainnya. 
(4) Belanja Modal Tanah sebaga.imana a.yat (3) huruf g dapat dilakukan 

dengan Musyawarah Desa dengan melibatkan Pcmerintah Daerah, 

Pcmerinta.h Desa, dan BPD beserta pemilik tana.h, dan ditetapkan Serita 
Acara Musyawara.h. 

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 



Pasal 36 
(!) Penyaluran Dana khususnya ADD clan DD dilakukan secara bertahap 

pada tahun berjalan dengan ketentuan: 

a. Tahap I, pada bulan Maret scbesar 60% (enam puluh perseratus) 
dari jumlah keseluruhan belanja desa, 

b. Tahap II paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empal puluh 
perscratus) ) dari jumlah kescluruhan belanja desa; 

(2) Penyaluran Dana khususnya Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan 
Barat dilakukan secara bertahap pada tahun bcrjalan dcngan 

ketentuan: 
a. Tahap I, pada bulan Juli dan/ atau scsuai kctcrscdiaan dana pada 

Pemerintab Oaerah sebesar 60% (cnarn puluh perseratus) dari 
jumlab keseluruhan bclanja desa, 

b. Tahap II paling lambat bulan Oktober dan/ atau scsuai ketersedlaan 
dana pada Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh 
perseratus) ) dari jumlah keseluruhan belanja dcsa; 

7. Ketentuan Pasal 36 diubah schingga berbunyi scbagai berikut: 

(2) Keadaan Darurat dan/ a tau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 
berulang dan/ a tau mendcsak. 

(3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) antara lain 
dikarenakan bcncana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, 

(4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena 

KLB/wabah. 
(5) Keadaan darurat dan luar biasa scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam skala Kabupaten. 

(6) Kepala Dcsa dapat mcnyatakan Keadaan Oarurat dan/atau Keadaan 
Luar Biasa dalarn skala Desa dcngan keputusan Kepala Desa setelah 
berkoordinasi dengan Carnal. 

(7) Kegiatan dalam keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. 



(3) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
dilakukan dengan earn memindahbukukan dari Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Dess (RKD). 

(4) Penyaluran Dana scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
kecuali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah tergantung pada 
ketersediaan dana Pemerintah Daerah, 

(5) Pencairan tahap berikutnya dapat dibayarkan apabila realisasi 

keuangan minimal 50% dari dana yang diterima tahap scbelumnya. 
(6) Untuk Penyaluran Dana Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

hurur a, Desa menyiapkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Perdes RPJMDes dan/ atau Pcrdcs Perubahan RPJMDes; 
b. Perdes RKPDes dan/atau Perdcs Perubahan RKPDcs; 
c. Percles APBDes tahun berjalan; 
d. Kcputusan Kcpala Dcsa tentang Rckening Kas Desa, apabila 

tcrdapat perubahan; dan 
e. Fotocopy halaman dcpan buku rekcning, apabila terdapat 

perubehan 
(7) Pcnyaluran dana tahap II sebegaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf b, 

Desa mcnyiapka.n persyaratan scbegai berikut : 
a. Surat Pcmyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang 

dltandatangani olch Kcpala Dcsa ; 
b. Laporan Rcalisasi Pelaksanaan APB Dcsa Semester Pertama untuk 

penyaluran Tahap II minimal 50%; 
c, Laporan Rcalisasi Pcnggunaan Dana Dcsa Tahap I untuk penyaluran 

Tohap LI minimal rcalisasi 50% ; 
d. Fotocopy Laporan Pcrtanggungjawaben APB Dcsa lcngkap ; 
e. Fotocopy Transaksi Rckening sarnpai dengan kondisi terakhir ; 
f. Peraturan Dcsa tentang Perubahan APB Desa (apabila terdapat 

pcrubahan) dalam bentuk bardcopy maupun softcopy format 
microsort excel). 

(8) Persyaratan scbagaimaoa dimaksud pads ayat (6) huruf c dan ayat (7) 

huruf r harus disampaikan kcpada Kcpala BPMPD, Kepala Bagian 
Hukum dan Perundang-Undangan Sckretariat Oaerah, Kepala Bagian 
Kemasyarakatan Sckretariat Daerah dan Kepala Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah. 



Bagian Kecmpat 
Pclaporan 

(1) Kades menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDe.'\8 kepada 
Bupati cq. Kepala BPMPD melalui Camat berupa: 
a. laporan semester pertama; dan 
b. laporan semester akhir tahun. 

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf a 
berupa: 
a. laporan realisasi pelaksanaan APBdesa semester pertama; dan 
b. laporan realisasi peoggunaan Dana Dcsa tahap pertama, 

(3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a berupa : 
c. laporan realisasi pelaksanaan APBdesa semester akhir tahun; dan 

8. Ketcntuan Pasal 41 dlubah, sehingga berbunyi sebagai bcrikut : 

(9) Persyaratan sebagaimana pada ayat (6) dan (7) harus disampaikan 
kepada Camat untuk mcndapatkan surat Pcngantar yang akan 
diteruskan kepada Kepala BPMPD. 

( 10) Camat meneruskan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dan ayat (7) huruf b, c dan f dengan surat Pengantar CamaL 

(11) Pcngusulan Pencairan Dana Tahap I diajukan oleh Kcpala BPMPD 
kepada Sckretaris Oaerah selaku PPKD dengan melampirkan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, huruf d dan 
huruf e. 

(12) Pengusulan Pencairan Dana Tahap 11 diajukan olch Kepala BPMPD 
kepada Sckretaris Daerah sc1alcu PPKD dengan melengkapi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) huruf b, c dan r. 

( 13) Pcnyaluran Bagi Hasil Pajak Oaerah dan Rcuibusi Oacrah disalurkan 
dalam dua tahap dan dapat diajukan bersamaan dcngan Pcnyaluran 
AJokasi Dana Dcsa dan Dana Dcsa. 

(14) Pcnyaluran Bantuan Kcuangan dari Pcmcrintah Provinsi Kalimantan 
Barat disaJurkan <lalam dua tahap dan dapat diajukan bcrsamaan 
dengan Pcnyaluran Alokasi Dana Dcsa dan Dana Dcsa. 

(15) Mckanisme pengajuan clan pcncairan dana scbagaimana SOP tcrlampir. 



hp.DKedaa 
PeDIIAjubA Beaclabert Deea 

Pual48 
( l) Bendahara Desa ditunjuk oleh Kepala Desa untuk setiap I (satu) tahun 

anggaran. 
(2) Pcnunjukan Bendahara desa ditetapkan dengan Keputusan Kcpala 

Desa, 

(3) Bendahara Desa sebagaimnna dimaksud pada ayat (l) diangkat dari 
unsur staf sekretariat desa yang membidnngj urusan administrasl 
keuangan. 
Dalam hal terdapat, kekosongan unsur staf sekrctariat desa yang 
membidangj urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Bendahara Desa dapat ditunjuk dari unsur pelaksana teknis yang 
ditetapkan dengan Kcputusan Kepala Desa. 

9. Kclentuan Pasal 48 diubah, schingga berbunyi scbagai berikut : 

d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap kedua. 

(4) Laporan realisasi pclaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Juli tahun berjalan. 

(5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lambat pada akhir 
bulan Januari tahun berikutnya. 

(6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambal pada minggu 
kedua bulan Juli tahun berjalan. 

(7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap kedua sebagairnana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lam bat pada minggu 
kedua bulan Februari tahun berikutnya. 

(8) Mckanismc pelaporan scbagiumana SOP terlampir. 



13. Ketentuan dalam Lampiran ill diubab, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

12. Kctentuan dalam Lampiran a diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pual 56 

(I) Tcrhadap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dan/ a tau 
penyelewengan dalam mengelola dan menggunaka.n keuangan Desa 
dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal pengelola keuangan Desa tidak dapat 

mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Oesa karena tindak 
pribadi, maka penyelesaiannya dibebankan pada yang bersangkutan. 

(3) Sanksi terhadap Silpa Dana Desa yang melebihi 30% mengacu 

ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku 
(4) Terhadap Silpa melebihi 30% yang berasal dari Dana Transfer dikenakan 

Sanksi administratif berupa penundaan dan pemotongan dana transfer. 

L I. Ketenruan Pnsal 56, diubah schingga berbunyi scbagai berikut : 

Pual50 
(1) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala 

Desa dan Bendahara Desa yang discsuaikan dengan kebutuhan 

pendanaan kegiatan. 
(2) Setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapal persctujuan dari 

Kepala Oesa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan sctclah mendapat 

persetujuan dari Kepala Desa clan dibukukan bescrta bukti pengeluaran 

yang sah untuk dipertanggungjawabkan. 

1 O. Ketentuan Pasal 50 diubab, sehingga bcrbunyi sebagai beriut : 
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